
 

 

 

WALI KOTA SAMARINDA 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA 
NOMOR 38 TAHUN 2022 

 

TENTANG 
 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALI KOTA SAMARINDA, 

 

Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 11  Peraturan Daerah Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai rincian 

lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Beianja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu 

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2021; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 
II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II 

Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan  
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4355); 
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6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5165); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4805) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5340); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4614); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara 

Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5202); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 6041); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

20019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 6322); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 1425); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang 

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 450); 
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17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

18. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2021   tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Samarinda Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah 

Nomor 30); 

19. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2020 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun 

2021 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2020 Nomor 19); 

20. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Samarinda Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 

2020 Nomor 23); 

21. Keputusan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: …….. Tahun 2022 

tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 dan Rancangan 

Peraturan Walikota Samarinda tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kota Samarinda Tahun 2021. 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. 

 

Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 terdiri atas: 
 

1. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah    Rp.    573.726.380.356,71 
b. Pendapatan Transfer    Rp. 2.171.166.219.590,00 

c. Lain-lain Pendapatan  Daerah Yang Sah Rp.    115.441.304.576,00 

  Jumlah Pendapatan              Rp. 2.860.333.904.522,71  
2. Belanja 

a. Belanja Operasi 

1) Belanja Pegawai    Rp. 1.023.542.751.092,33 
2) Belanja Barang dan Jasa    Rp.    839.408.590.570,37 

3) Belanja Hibah    Rp.      47.726.318.805,00  

3) Belanja Bantuan Sosial    Rp.           404.795.000,00 
  Jumlah Belanja Operasi  Rp. 1.911.082.455.467,70 

 

b. Belanja Modal    

1) Belanja Modal Tanah             Rp.      18.687.364.684,00 
2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin   Rp.    123.286.277.212,60 

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan  Rp.    145.854.414.211,00 

4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp.    752.545.267.415,43 
5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya   Rp.      37.151.091.198,00  

 Jumlah Belanja Modal                      Rp. 1.077.524.414.721,03 

        
c. Belanja Tidak Terduga             Rp.    221.409.234.933,07 
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d. Belanja Transfer 

1) Belanja Bagi Hasil    Rp.                             0,00 

2) Belanja Bantuan Keuangan   Rp.                             0,00 

  Jumlah Belanja Transfer  Rp.                              0,00 
    Jumlah Belanja            Rp.  3.069.980.599.430,72 

              Defisit    Rp.     209.646.654.908,01 

 
3. Pembiayaan 

a. Penerimaan    Rp.      539.983.776.274,64 

b. Pengeluaran    Rp.                               0,00 
Jumlah Pembiayaan Netto   Rp.   539.983.776.274,64 

  Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 330.337.121.366,63 

 
Pasal 2 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota Samarinda ini. 

 
Pasal 3 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci 

lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran. 
 

Pasal 4 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota Samarinda ini. 

 

Pasal 5 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Samarinda ini. 

 

Pasal 6 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali 
Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

 

Ditetapkan di Samarinda  

pada tanggal 4 Agustus 2022 

WALI KOTA SAMARINDA, 

ttd 

ANDI HARUN 

Diundangkan di Samarinda 

pada tanggal 4 Agustus 2022 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA, 
ttd     

HERO MARDANUS SATYAWAN 

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2022 NOMOR: 345 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Sekretariat Daerah Kota Samarinda 

Kepala Bagian Hukum, 

 

 

EKO SUPRAYETNO, S.Sos 

NIP. 19680119 198803 1 002 


